
 
 

 
 

 

 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  

 
NOMOR   73 TAHUN 2013   

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 62 
TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK 

BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI PROVINSI JAWA TENGAH  

TAHUN ANGGARAN 2013 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan 

kelancaran pupuk bersubsidi dengan harga wajar  sampai 

pada tingkat petani dan meningkatkan kemampuan petani 
dalam pengadaan pupuk, telah ditetapkan Peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang 
Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa 

Tengah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 
2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2013; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 123/Permentan/SR.130/B/11/2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutu-
han dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013, serta 

adanya usulan tambahan alokasi pupuk bersubsidi, maka 
Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang 
Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2013; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- 
Peraturan  Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4738); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);  

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4411); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12  Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5059); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5361); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang 
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan  Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);  

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor  15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 
Pengawasan; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 
Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12); 

17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara 

Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di 
Pasar; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ 
OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P 
dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;  

19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/ 
6/2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474); 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 

SR.140/8/2011 tentang Syarat Dan Tata Cara 
Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);  

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/ 
SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

123/Permentan/SR.130/B/11/2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/-
SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 

Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
Tahun Anggaran 2013;  

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/ 
SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati 
dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 664); 



23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 
tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 62) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2013 tentang dengan 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran 
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di 

Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 66); 

    

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 62 
TAHUN 2012 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN 

TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

 

Pasal I 
 

Mengubah Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2012 

tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor 
Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 62) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 
Tahun 2013 tentang dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi 
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 
Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 66) 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi              
Jawa Tengah. 

 
Ditetapkan di  Semarang 

pada tanggal  13 Desember 2013 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

ttd 
 

GANJAR PRANOWO 
 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 13 Desember 2013 
 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWA TENGAH, 
 

ttd 
 

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO 

 
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  TAHUN 2013 NOMOR  73. 



LAMPIRAN 

PERATURAN BUBERNUR JAWA TENGAH

TENTANG  

PERUBAHAN  KETIGA  ATAS PERATURAN  GUBERNUR

JAWA TENGAH  NOMOR  62  TAHUN 2012 TENTANG

KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

PUPUK  BERSUBSIDI  UNTUK  SEKTOR  PERTANIAN

PROVINSI  JAWA TENGAH  TAHUN ANGGARAN 2013

KEBUTUHAN PUPUK DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

PROVINSI  JAWA TENGAH  TAHUN ANGGARAN 2013

(satuan Ton)

No KABUPATEN/KOTA UREA SP 36 ZA NPK ORGANIK

1 CILACAP 30.990      7.370        4.105         11.746       9.840         
2 BANYUMAS 21.900      4.520        3.135         8.205         4.740         
3 PURBALINGGA 12.800      1.742        2.472         4.570         5.145         
4 BANJARNEGARA 22.000      3.820        2.735         8.670         4.825         
5 KEBUMEN 22.700      5.325        4.325         9.295         6.455         
6 PURWOREJO 15.700      4.425        5.210         6.925         7.105         
7 WONOSOBO 15.750      3.215        4.180         4.995         3.110         
8 MAGELANG 20.800      2.295        7.055         8.475         18.285       
9 BOYOLALI 28.100      6.450        8.530         11.347       4.290         

10 KLATEN 24.250      2.100        11.510       10.616       4.165         
11 SUKOHARJO 13.700      3.875        8.275         12.565       3.110         
12 WONOGIRI 27.600      6.373        7.283         18.217       12.708       
13 KARANGANYAR 21.000      6.161        8.720         12.935       4.835         
14 SRAGEN 36.100      7.880        18.549       26.825       13.615       
15 GROBOGAN 72.700      14.235       7.867         27.411       16.078       
16 BLORA 43.435      10.532       9.868         23.225       11.725       
17 REMBANG 19.485      2.950        8.501         11.028       8.250         
18 PATI 39.250      5.715        20.185       20.596       9.120         
19 KUDUS 14.000      1.450        6.375         5.665         3.970         
20 JEPARA 22.600      3.217        9.759         13.581       6.070         
21 DEMAK 45.750      11.540       10.255       21.335       10.815       
22 SEMARANG 13.350      2.305        2.975         3.910         2.500         
23 TEMANGGUNG 26.000      3.420        12.045       8.280         17.255       
24 KENDAL 26.550      5.020        8.000         10.295       3.975         
25 BATANG 15.150      2.595        2.850         5.320         3.655         
26 PEKALONGAN 15.700      2.370        2.829         3.635         2.995         
27 PEMALANG 25.900      4.330        8.189         7.515         5.420         
28 TEGAL 35.300      6.336        9.698         9.251         11.914       
29 BREBES 44.750      9.770        14.741       11.947       7.055         
30 KOTA MAGELANG 205          -            45             25              50              
31 KOTA SURAKARTA 50            4               20             5               20              
32 KOTA SALATIGA 450          50             225           100            150            
33 KOTA SEMARANG 2.500       290           255           365            90              
34 KOTA PEKALONGAN 625          175           90             290            80              
35 KOTA TEGAL 650          145           145           105            170            

JUMLAH 777.790    152.000     231.000     339.270     223.585      

ttd

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

NOMOR 73 TAHUN 2013
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